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Abstract 

Harmonisation of laws and regulations on public participation in the formation of laws and 

regulations is important/urgent to determine the quality of laws promulgated by the DPR together with 

the President. This is because community participation is not only about participating in the formation of 

the law but also determining whether the law will be accepted or rejected by the community after it is 

implemented. The formulation of the problem in this research is How is the basic concept of legal 

harmonisation of Meaningful Participation in the formation of laws and regulations based on Law 

Number 13 of 2022. The method of legal research is normative juridical or library legal research (search 

library), by analysing literature or secondary data relevant to the topic. This research is descriptive 

analytical, the data obtained and processed and analysed to provide a comprehensive picture of the basic 

concepts of harmonisation of the principles of meaningful public participation, with data collection 

methods through document studies. The results of the research show that harmonisation of laws and 

regulations has been implemented, but only the implementation of the content of Article 96 Paragraph 

(1) reads: The public has the right to provide input orally and/or in writing in the formation of laws and 

regulations; The public has the right to provide input orally and/or in writing in the formation of laws 

and regulations. The content of the article is not carried out perfectly and the legislators only stick to the 

formal requirements without seeing the urgency of community participation as a benchmark for the 

acceptance of laws in society. 
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Abstrak 

Harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan-perundang-undangan merupakan hal yang penting/ urgent untuk menentukan kualitas dari 

undang-undang yang diundangkan oleh DPR Bersama Presiden. Sebab, partisipasi masyarakat ini tidak 

hanya sekedar ikut serta masyarakat dalam pembentukan tetapi menentukan apakah setelah dijalankan 

oleh masyarakat bisa berterima atau terjadi penolakan di masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah Bagaimanakah konsep dasar pengharmonisasian hukum terhadap Meaningful Participation 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 

Metode Penelitian  hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (search library), dengan 

cara menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis, data yang diperoleh dan diolah serta dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai konsep dasar harmonisasi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna, dengan metode 

pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan 

perudang- undangan  telah terlaksana hanya saja implementasi terhadap penerapan isi dari Pasal 96 Ayat  
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(1) berbunyi: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan; Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Isi dari pasal tersebut tidak dijalankan dengan 

sempurna dan pembentuk legislasi hanya berpatok kepada syarat formil saja tanpa melihat urgensi dari 

partisipasi masyarakat sebagi tolok ukur berterimanya undang-undang di masyarakat. 

Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Meaningful Participation, Undang-Undang. 

 

 

1.   PENDAHULUAN  

Secara umum, demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang 

didasarkan pada kebutuhan rakyat. Sebagai warga negara, mereka berpartisipasi dalam semua kegiatan 

politik dan pemerintahan, baik dalam proses penyusunan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, maupun 

pelaksanaan pengawasan. Partisipasi rakyat semaksimal mungkin memungkinkan munculnya 

pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.(Malena et al., 2023) 

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan peran serta dalam suatu kegiatan, mulai dari 

perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 

cara memilih pemimpin negara serta secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan 

pemerintah. Kata partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, 

dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan.(Pakpahan et al., 2023) 

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang 

demokratis. Dalam pemerintahan yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, 

demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk itu, sebuah 

pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak- pihak yang paling terimbas 

kebijakan publik.(Nurhalis Wijaya, 2020) Oleh sebab itu, sebagai salah satu prinsip good governance dan 

wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan kebijakan publik harus terjamin 

konstitusi atau peraturan perundang-undangan Jaminan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa publik 

memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan 

publik.(Artioko, 2022) 

Dalam konteks-kontek pembentukan peraturan perundangan-undangan, prinsip partisipasi 

masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin terlaksananya pembentukan peraturan 

perundang-undangan dengan baik. (Hafiz, 2023) Hal ini disebabkan peraturan yang mengatur peraturan -

undangan harus didasarkan pada asas keterbukaan, dan asas ini tercermin dalam perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka kepada 

publik. Dalam pembentukan peraturan-undangan, prinsip partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

faktor penting dalam menjamin terlaksananya peraturan-peraturan yang mengatur peraturan-undangan 

dengan baik. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya 

untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, atau dengan 

kata lain partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu 

keharusan mutlak yang tidak bisa dikecualikan secara formil pembentukan.(Arfiani et al., 2023) 

Maksud dan Tujuan dari proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah agar semua 

aspirasi dan peran serta masyarakat dapat terwujud sepenuhnya sebagaimana keinginan dan cita-cita 

bangsa yang termuat didalam konstitusi. Peran serta masyarakat sebagai bentuk kebebasan berdemokrasi 

diatur pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan bersifat serikat dan 

berkumpul serta mengeluarkan pikiran/pendapat dituangkan secara lisan dan tulisan diatur dengan 

undang-undang. Pengakuan hak tersebut juga termasuk hak mengeluarkan pendapat, dalam hal ini adalah 

untuk berpendapat dalam rangka berpartisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Masuknya persyaratan partisipasi bermakna memberikan makna penting dalam pembentukan 

perundangan yang aspiratif dan partisipatif.  

Hal ini karena akan mendorong proses pembentukan yang transparan, sekaligus juga akan berdampat 

positif pada substansi pengaturan dalam UU. Pemenuhan meaningful participation menjadi tolok ukur 

suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga 

memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.(Alfret et al., 2024) Contohnya proses 

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja 

(selanjutnya UU Ciptaker) diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar asas formil 

pembentukan undang-undang. UU Ciptaker dianggap melanggar asas keterbukaan. Dalam Pasal 5 huruf 

g Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan haruslah bersifat transparan.(Yusup, 2022) 

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Putusan menyatakan UU Ciptaker dianggap cacat formil. karena 

karna tidak didasarkan pada metode atau tata cara yang pasti, baku, atau sistematis dalam menilai dan 

menentukan prosedur pembuatan undang -undang, sehingga UU Ciptaker terbukti tidak tidak secara 

efektif mendorong partisipasi publik dan nyatanya melemahkan pembentukan oleh dewan. Pasal 27 ayat 

(1) UUD NRI 1945 memuat asas partispasi masyarakat pada proses penyusunanundang-undang dengan 

maksud mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan undang-undang dan apabila hal itu di 

abaikan maka secara formil melanggar prinsip kedaulatan ditangan rakyat berubah menjadi kedaulatan 

berada pada penguasa. 

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) aspek, 

yaitu: pertama, hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan 

pendapatnya (right to be considered); ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas 

pendapat yang diberikan (right to be explained). (Putusan MK Putusan Nomor 91/PUU/XVIII/2020). 

Rendahnya partisipasi masyarakat dan politik tentu mengakibatkan demokrasi tidak efektif karena 

sejatinya kekuasaan berasal dari rakyat dan keputusan politik kendak mayoritas. Sistem demokrasi yang 

sehat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi 

keputusan politik dan memilih pemimpin mereka sendiri.(Siti Zuhroh, 2005) Sistem ini menjamin bahwa 

setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi keputusan politik dan 

memilih pemimpin mereka sendiri. Namun, politikus dan elit mungkin dapat memengaruhi kehendak 

mayoritas masyarakat dan menimbulkan oligarki politik yang melibatkan sebagian besar penduduk, dan 

untuk mempengaruhi kehendak mayoritas  tersebut akan menghasilkan oligarki politik kekuasaan. 

Efeknya sampingnya penurunan kualitas politik, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

meningkatnya keresahan dan ketidakstabilan sosial, akibatnya, tingkat partisipasi publik yang tinggi 

sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan berfungsi.(Wibowo et al., 2024) 

Dalam prakteknya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah 

akademik, maupun dalam materi perubahan undang- undang a quo pada saat pertemuan di berbagai 

kelompok masyarakat membuktikan bahwa penerapan meaningful participation tidak terlaksana dengan 

baik. Selain itu, naskah akademik dan rancangan UU sulit diakses oleh masyarakat hal tersebut terlihat di 

website: www.dpr.go.id sehingga masyarakat dan atau peserta pertemuan tidak memiliki pemahaman yang 

cukup tentang materi perubahan undang-undang yang dirubah, oleh sebab itu tentu bertentangan dengan 

Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa diperlukannya akses yang mudah 

terhadap undang-undang agar masyarakat dapat memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis dengan 

lebih mudah. Sehingga, melalui beberapa kejadian tersebut masyrakat dapat melihat bahwa meaningful 

participation dalam pembentukan perundang-undangan adalah hal yang sangat urgent/penting sehingga 

terpenuhi secara formil pembentukan.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka didapat perumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah urgensi partisipasi masyarakat (meaningful participation) dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan? 
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2. Bagaimanakah konsep aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan? 

3. Bagaimana langkah-langkah partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam 

upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
 

2. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum 

yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan (search library), dilakukan dengan cara 

menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian.(Mahmud, 2005)Tipe 

penelitian ini mengkaji norma dan prinsip hukum dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsep dasar pengharmonisasian 

hukum dalam konteks partisipasi masyarakat yang bermakna (Meaningful Participation). Penelitian ini 

bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai konsep dasar pengharmonisasian prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna, 

dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. 
 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN  

Urgensi Partisipasi Masyarakat (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  

Partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat. Partisipasi dipahami 

sebagai suatu proses di mana masyarakat saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif 

pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Karenanya perlu adanya kebijakan yang 

partisipatif yang substansi dan prosesnya melibatkan semua stakeholders secara berkesinambungan dan 

proporsional. Asumsinya, semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dana ruang 

lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat. Dalam rangka 

mewujudkannya perlu membangun strong state dan strong society secara beriringan.(Hendra Karianga, 

2011)
 
Secara umum, pola relasi partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua pendekatan: (Mukhlis 

Hamdi, 2011) Partisipasi pasif, partisipasi masyarakat terbatas pada pemilihan umum saja. Selanjutnya 

dalam rangka pembentukan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada wakil yang terpilih. Partisipasi 

aktif, yaitu partisipasi yang tidak hanya terbatas pada pemilu semata, tetapi masyarakat tetap memiliki hak 

untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik terutama dalam hal pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan hal ini negara menjamin dan memfasilitasi spartisipasi publik dalam setiap 

proses pembentukan kebijakan publik berdasarkan undang-undang pembentukan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini dapat dilakukan secara individu 

maupun bersama-sama (kolektif).(Mengutip et al., 2024) Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah 

kekuatan-kekuatan yang masyarakat yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Kelompok ini terdiri 

dari pers, tokoh masyarakat, kelompok politik, kelompok kepentingan, perguruan tinggi ataupun partai 

politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan. Kekuatan infrastruktur politik ini dapat 

memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap setiap proses pembentukan undang-undang. (Siafuddin, 

2009). Meskipun pembuatan undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh legislatif 

bersama eksekutif, tidak boleh menutup partisipasi publik baik itu individu maupun kelompok. Karena 

kebijakan publik atau undang-undang itu dibuat pada akhirnya akan diterapkan pada masyarakat itu 

sendiri. Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat menurut Hardjasoemantri 

adalah sebagai berikut:(Hariyanto, 2013) 

1. Memberikan informasi kepada pemerintah;  

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;  

3. Membantu perlindungan hukum; 

4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan.  

Kelemahan dalam partisipasi dapat menyebabkan risiko kegagalan pada tahap implementasi. Namun, 

dengan memastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dapat terlibat 
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dalam setiap proses pembuatan undang-undang, akan mendorong terciptanya undang-undang yang 

partisipatif dan sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatoris. Peran partisipasi publik dalam 

pembentukan undang-undang sangatlah penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Tujuannya 

adalah untuk memperbaiki proses legislasi agar lebih responsif, dapat diimplementasikan, dan sesuai 

dengan keinginan masyarakat (living law). Teori partisipasi publik akan memberikan gambaran tentang 

bagaimana partisipasi yang maksimal dan bermakna (meaningful participation) seharusnya diakomodasi, 

sesuai dengan harapan Mahkamah Konstitusi.(Riskiyono, 2024). 

 

Konsep Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

Aspirasi masyarakat merupakan serangkaian aktivitas yang berupa tuntutan atau "perlawanan" 

terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Tujuannya adalah untuk 

memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya untuk menyampaikan kepentingan 

masyarakat. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui berbagai saluran, baik media cetak, media 

elektronik, maupun media konvensional lainnya, yang secara konstitusional dilindungi sebagai bentuk 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, materi 

yang dihasilkan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jika terdapat penyimpangan dalam materi 

yang seharusnya menguntungkan masyarakat, hal itu berarti mengabaikan esensi keberadaan undang-

undang di tengah masyarakat. Penerapan undang-undang yang tidak mendukung kepentingan publik dapat 

membahayakan keberlangsungan tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 

Gagasan untuk mewujudkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum ini, menuntut 

adanya lembaga legislatif yang sifat otonom dan independen. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa pada 

pokoknya semua pihak, dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan, dapat 

memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menyerap aspirasi 

masyarakat, DPR melalui alat kelengkapan yang sedang melakukan penyusunan undang- undang, 

biasanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar 

Pendapat Umum (RDPU), seminar, kegiatan sejenis, dan kunjungan. Metode penyerapan aspirasi yang 

paling sering digunakan adalah berkunjung ke daerah-daerah atau mengunjungi pemerintahan daerah, 

DPRD, dan perguruan tinggi.(Wafa, 2023) 

Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi 

masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo suatu perundang-undangan dikatakan aspiratif dan partisipatif, 

apabila dapat menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dan sifat-sifat yang 

khusus dan terbatas; 

2. bersifat universal, karena undang-undang dibentuk untuk menghadapi peristiwa di masa akan 

datang. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-

peristiwa tertentu saja; dan 

3. memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apakah lazim bagi suatu 

peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan 

kembali.  

Jika aspirasi masyarakat diakomodasi, hal ini dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan 

responsivitas, serta diharapkan menghasilkan kebijakan yang akomodatif. Sebaliknya, jika suatu 

kebijakan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, akan muncul kecurigaan terkait kriteria dalam 

menentukan "siapa mendapatkan apa." Di sisi lain, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan secara 

terbuka dan didukung oleh informasi yang cukup akan menciptakan kesan bahwa tidak ada yang 

disembunyikan. Dengan demikian, legitimasi dari kebijakan yang diambil pun akan meningkat.  

 

Langkah-Langkah Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Upaya Mempengaruhi 

Kebijakan Pemerintah 

Partisipasi tidak dapat hanya dilakukan oleh segelintir orang yang berada di lembaga perwakilan, 

karena kondisi dalam institusi politik sering kali memanfaatkan politik dengan dalih kepentingan rakyat 
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untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu atau individu. Oleh karena itu, dalam aktivitas 

wakil rakyat, penting untuk menyediakan ruang bagi masyarakat agar dapat berkontribusi dalam proses 

pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang paling utama adalah 

masyarakat itu sendiri, yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan dukungan terhadap 

aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. Tetapi, hal itu tidaklah cukup, partisipasi masyarakat lebih 

dibutuhkan dalam memberi masukan pada saat proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 

dan memberi legitimasi terhadap undang-undang tersebut. Menurut Arnesten sebagaimana dikutip oleh 

Sirajuddin, dkk (Sirajuddin, 2006) menjabarkan tahap peran serta masyarakat untuk memengaruhi hasil 

akhir kebijakan sebagai berikut:  

a. manipulasi (manipulation);  

b. terapi (teraphy);  

c. penginformasian (informing);  

d. konsultasi (consultation);  

e. peredaman (placation);  

f. kemitraan (partnership);  

g. delegasi kekuasaan (delegated power); dan  

h. kendali masyarakat (citizen control).  

Berdasarkan tahapan tersebut, Sirajuddin mengklasifikasikan kedelapan tingkat partisipasi tersebut 

menjadi 3 (tiga) tingkat. Pertama, tidak partisipasi (non-participation), yaitu tingkat manipulasi dan 

terapi; Kedua, disebut dengan partisipasi semu (degree of tokenism), yaitu tingkat peredam, konsultasi, 

dan informasi. Dalam tingkatan kedua masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi 

tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara 

sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan. Ketiga, adalah kekuasaan masyarakat (degree of citizen power), 

yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat 

memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.  

Kemudian yang menjadi tangangan dalam pelaksanaan partispasi masyarakat menurut Jamaluddin 

bahwa pelaksanaannya Parpol di Indonesia sangat dihegemoni oleh kekuasaan Ketua Partai. Bahkan kerap 

kali Anggaran Dasar dan Anggran Rumah tangga (AD/ART) dijadikan alat untuk melegalkan kewenangan 

Ketua Partai untuk melanggengkan kekuasaaanya, (alat proteksi legal). Sehingga dapat dipahami bahwa 

ketika Parpol dianggap sebagai lembaga central negara demokrasi, tapi justru di dalam internal Parpol itu 

tidak demokratis. Dengan demikian, menurut Jamaluddin, perlu dilakukan berbagai upaya untuk 

mewujudkan demokrasi internal Parpol, yang dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu:  

1) Bagaimana Parpol memilih dan menyeleksi kandidat public. 

2) Bagaimana Parpol melakukan seleksi pada kepemimpinan kekuasaan. 

3) Bagaimana Parpol merumuskan suatu kebijakan. (Kurniawan et al., 2023) 
Terakhir untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui dengan cara memlalui partai 

politik (parpol). Pertama, dengan mengadopsi model Amerika, di mana Dewan Petinggi Parpol berfungsi 

sebagai manajer yang hanya mengelola urusan internal partai tanpa terlibat dalam kekuasaan publik. Ini 

berarti perlu ada pemisahan antara mereka yang fokus pada jabatan publik dan mereka yang mengurus 

internal Parpol. Kedua, dengan meniru model Eropa, di mana Ketua Umum Parpol tetap memiliki 

kekuasaan penuh, tetapi harus ada prosedur suksesi yang diatur dalam undang-undang, yang mencakup:  

1. Pencalonan, di mana minimal harus ada dua calon dalam proses pemilu, dan calon 

tunggal tidak diperbolehkan. 

2. Pemilih, yang harus dilakukan oleh anggota Parpol yang berhak. 

3. Mekanisme Pemilihan, di mana pemilihan harus dilakukan secara langsung dan tidak 

boleh melalui aklamasi.  

4. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Parpol, yang harus diatur untuk membatasi 

masa jabatan pimpinan partai. 
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Proses legislasi yang baik seharusnya menekankan pada ajaran sosiologi hukum. Menegaskan bahwa 

tujuan pemerintah dan tujuan undang-undang seharusnya sebagaimana menurut Betham yaitu untuk 

kebahagiaan komunitas atau masyarakat. Apapun kerumitan yang melingkupi istilah kebahagiaan sosial, 

penekanan dilakukan pada prinsip meningkatkan antara hukum sebagai produk undang-undang dengan 

masyarakat.(Hidayati, 2019)  

DPR, sebagai perwakilan rakyat dan lembaga eksekutif, seharusnya mengutamakan kebutuhan 

mendesak masyarakat Indonesia dalam proses legislasi. Kepentingan rakyat untuk mencapai kesejahteraan 

umum merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keiikut sertaan rakyat dalam 

berdomekrasi, mengingat salah satu dari tujuan berbangsa/bernegara adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum welfare state, maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keterbukaan 

informasi dalam penyusunan peraturan perundang dengan melibatkan rakyat sebagai untuk menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan welfare state, negara 

mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. 

Baik yang menyangkut kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, pendidikan maupun dalam 

kepentingan politik. Konsep negara hukum kesejahteraan atau walfare state pada dasarnya muncul sebagai 

antitesis terhadap tipe negara sebelumnya, yaitu: konsep negara ”penjaga malam” atau 

“nachwachterstaat”. Spincer menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu sistem kesejahteraan 

sosial yang dapat memberi peran yang lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan 

sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). Negara hukum 

kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah 

seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya.(Kamarudin (Hang Tuah Surabaya), 2015) 

Menurut Jimly Asshidiqie dalam konsep negara kesejahteraan welfare state, negara dituntut untuk 

memperluas tanggungjawabnya terhadap masalah- masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. 

Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad ke-20. 

Negara harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi, untuk menjamin 

terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.(Jati, 2012) 

Keberadaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan, memperlihatkan 

karakteristik suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan 

kapasitasnya. Untuk itu, negara tidak dapat memasuki pergaulan hidup masyarakat atau individu terlalu 

jauh, karena dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan dan kemerdekaan individu. Sejalan dengan tujuan 

negara Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”, keberadaan negara hukum terus mengalami perkembangan. 

Penyelenggaraan negara pun mengalami perubahan. Kegiatan negara telah mengatur berbagai persoalan 

kehidupan masyarakat, sehingga berubah dari negara hukum klasik menjadi negara hukum kesejahteraan. 

Oleh karena itu, Lunshof dan Ganjong mengemukakan unsur negara hukum abad ke-20, sebagai 

berikut:(Saifudin, 2009)  

1. Adanya pemisahan antara pembentuk undang- undang, pelaksana undang-undang, dan peradilan; 

2. Bahwa penyusunan pembentukan undang-undang secara demokratis;  

3. Adanya asas legalitas; dan  

4. Adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  

Bahwa asas legalitas tetap menjadi unsur utama dalam konsep negara hukum kesejahteraan. Asas 

legalitas adalah asas yang turut menjamin asas-asas lainnya, meskipun asas legalitas tetap dipertahankan, 

namun delegasi kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah adalah demi kepentingan 

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari 

norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan dengan pada kekuasaan yang tertinggi dalam suatu 

negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang sangat besar sekali.  

Indonesia sebagai negara demokrasi yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, memiliki cara 

tersendiri dalam menciptakan perundang- undangan. Salah satunya, dengan menghendaki masuknya 

unsur-unsur sosial partisipasi kemasyarakatan dalam pembentukan perundang-undangan. Oleh karenanya, 

menjadi penting pula untuk mendekati masalah perundang-undangan ini secara sosial di masyarakat. 
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Keadaan dan susunan masyarakat modern terkait dengan pelapisan sosial yang semakin tajam, menambah 

sulitnya usaha untuk mengatasi kecenderungan perundang-undangan yang memihak. Sulit ditolak bahwa 

perundang- undangan itu lebih menguntungkan pihak yang makmur, dan mereka yang lebih aktif 

melakukan kegiatan-kegiatan politik.(Sembiring et al., 2024) 

Dalam masyarakat yang menjunjung liberalisme dan ekonomi kapitalistis, akan lebih menampilkan 

karakter sosial yang mendorong golongan yang satu diatas golongan lainnya. Dibandingkan masyarakat 

yang menekankan pada unsur kebersamaan dalam kehidupan sosial politiknya. Demikian besar dan 

luasnya fungsi pemerintahan dalam konteks negara hukum kesejahteraan. Indonesia sebagai negara 

hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dalam membentuk undang-undang harus 

berkomitmen pada tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konsep walfare state, manusia 

dipandang tidak hanya sebagai individu. Akan tetapi juga sebagai anggota dan warga dari kolektivitasnya, 

yang sebelumnya negara hanya “pasif” menjadi “aktif” dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi 

masyarakat.  
 

4. KESIMPULAN 

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki nilai yang sangat 

penting dan urgent yang harus oleh pemerintah dan DPR. Kepentingan tersebut untuk melibatkan 

masyarakat walaupun hanya sekedar mengusulkan saran dapat memberikan manfaat, seperti mencegah 

adanya penolakan, dan membantu pemerintah dalam menyebarluaskan suatu aturan setelah adanya 

putusan Mahkamah Kontitusi tentang Cipta kerja, partispasi masyarakat tersebut tercermin dalam 

perubahan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang dilakukan dalam setiap tahapan, yaitu tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Apabila diletakan dalam lima 

tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, partisipasi masyarakat yang bermakna 

(meaningful participation) harus dapat dilakukan setidaknya pada 2 (dua) tahapan diantaranya pada tahap 

penyusunan, dan tahap pembahasan.  
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